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BAB IV 

     PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 

732/Pdt.G/2008/PA.Mks DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

Analisis implementasi Hukum Islam terhadap ahli waris non-muslim 

dalam putusan hakim di Pengadilan Agama ini dibagi dalam dua subbahasan 

sesuai dengan rumusan masalah. Dua subbahasan tersebut meliputi dasar 

pertimbangan putusan hakim memberikan wasiat wājibah terhadap ahli waris 

non-muslim dan bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam pertimbangan Hakim 

terhadap putusan nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks. 

A. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Memberikan Wasiat Wājibah  terhadap 

Ahli Waris Non-Muslim 

Hasil penelitian mengenai implementasi  wasiat wājibah terhadap ahli 

waris non-muslim dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 

732/Pdt.G/2008/PA.Mks dan diperkuat dengan putusan Mahakamah Agung  

nomor 16 K/AG/2010 sebagaimana diuraikan dalam Bab III akan dianalisis 

dengan menggunakan tinjauan pustaka sebagaimana diuraikan dalam Bab II. 

Dalam keputusan Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk menerima 

kasus waris dalam isteri beda agama ini tidak tepat, karena berdasarkan UU 

No. 1 tahun 1974 pasal 2 dikatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu”. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan sesuai hukum agamanya atau kepercayannya, hal ini menunjukan 

adanya penundukan terhadap suatu hukum. Apabila terjadi perkawinan 
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antara laki-laki dan seorang wanita maka yang harus diperhatikan adalah 

hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, bukan 

berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Apabila 

perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di KUA, 

maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan dilaksanakan 

sesuai ketentuan hukum Islam dan hal ini menjadi kewenangan absolut 

Pengadilan Agama. Hal ini sesuaai dengan azaz personalitas. 

Pertimbangan majelis hakim bahwa janda yang beragama Kristen 

adalah orang terdekat dengan pewaris, istri merupakan orang yang setia 

mendampingi suami hingga suaminya meninggal, bahwa dalam 

perkawinannya juga sudah cukup lama sekitar 18 tahun, jadi cukup lama juga 

istri mengabdikan diri kepada pewaris, karena itu walaupun istri beragam 

non muslim, namun layak dan adil untuk memenuhi agamanya masing-

masing. Jelas bahwa dalam kasus ini seharusnya Pengadilan Agama tidak 

bisa mengadili istri non muslim yang menikah berdasarkan catatan sipil. 

 

B.  Tinjauan Hukum Islam dalam Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 

732/Pdt.G/2008/PA.Mks. 

 

Hukum Islam tidak mengenal adanya kewarisan beda agama, karena  

sudah jelas hal tersebut merupakan salah satu sebab yang dapat menghalangi 

seseorang untuk mendapatkan waris. Berkaitan dengan keputusan 

Pengadilan Agama Makassar dan Mahkamah Agung yang memberikan fatwa 

bahwa istri yang non muslim mendapatkan waris dari suaminya yang muslim 

adalah tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam apalagi yang digunakan 
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dasar oleh Mahkamah Agung dalam memberikan waris tersebut adalah 

wasiat wajibah. 

Putusan di Pengadilan Agama Makassar dan Mahkamah Agung  

dijatuhkan karena terjadi pergesekan kepentingan antara ahli waris.  Ahli 

waris akan menikmati bagian secara kualitatif yang lebih sedikit dengan 

adanya lembaga wasiat wājibah. Bagian para ahli waris yang sudah 

ditentukan menjadi beralih kepada penerima wasiat wājibah karena ijtihad 

hakim yang berwenang. Tuntutan-tuntutan para ahli waris adalah 

menyampingkan lembaga wasiat wājibah. 

Sekilas putusan-putusan tersebut di atas tidak didasarkan pada 

hukum Islam murni yang berasal dari Al-quran dan Hadits-hadits. Putusan-

putusan tersebut terlihat seperti melakukan penyimpangan dari Al-quran dan 

Hadits-hadits. Putusan-putusan tersebut diterbitkan untuk memenuhi asas 

keadilan bagi para ahli waris yang memiliki hubungan emosional nyata 

dengan pewaris. Hakim menjamin keadilan bagi orang-orang yang memiliki 

hubungan emosional dengan pewaris tersebut melalui lembaga 

wasiat wājibah. Seorang anak atau istri yang berbeda agama dan telah hidup 

berdampingan dengan tentram dan damai serta tingkat toleransi yang tinggi 

dengan pewaris yang beragama Islam tidak boleh dirusak oleh karena 

pewarisan.  

Meskipun pertimbangan setiap hakim dapat berbeda-beda mengenai 

wasiat wājibah dalam setiap kasus, namun terdapat suatu asas yang menjadi 

dasar dalam menjatuhkan wasiat wājibah, yaitu asas keseimbangan. Wasiat 

wājibah diberikan tidak mengganggu kedudukan ahli waris lainnya.  
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Wasiat wājibah pada prinsipnya merupakan wasiat yang diberikan 

kepada orang tertentu dalam keadaan  tertentu oleh negara melalui jalur 

yudikatif. Pengaturan wasiat wājibah secara sempit diatur dalam Pasal 209 

Kompilasi Hukum Islam yaitu hanya untuk anak angkat dan orang tua 

angkat dan hakim memiliki kewenangan ijtihad untuk memperluas 

wasiat wājibah. Ijtihad hakim pada umumnya diperluas dengan bersandar 

pada asas keadilan dan keseimbangan. Putusan-putusan tentang 

wasiat wājibah sekiranya dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan 

seluruh masyarakat. 

Jika dilihat dari perspektif Hukum Islam, maka pemberian wasiat 

wajibah kurang tepat jika diperuntukkan kepada ahli waris yang terhalang 

karena berbeda agama dalam hal ini ialah Tergugat. Dalam kitab-kitab fikih 

disebutkan bahwa penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk 

mewarisi salah satunya adalah berlainan agama. Hal ini berdasarkan dari 

Hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “Muslim tidak 

mempusakai orang kafir dan kafir tidak mempusakai orang muslim”. Selain 

hadits tersebut, dipertegas pula dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah 

ayat 180. 

Ulama Hanafiyah, Malik'.yah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat 

bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi 

penghalang menerima waris. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang 

kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik 

dengan sebab hubungan darah (qarabah), maupun perkawinan (suami istri). 
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 لا يرَِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ، ولا يرَِثُ الكَافِرُ الْمُسْلِم

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW., Bersabda: 

Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi 

orang muslim” (Muttafaq 'alaih).  

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur 

hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma 

para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga 

orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris seseorang 

yang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha 

(Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang sahih) berpendapat bahwa orang 

muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad karena 

orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang yang murtad 

tergolong orang yang kafir.
1
 

Sementara itu ada sebagian ulama berpendapat bahwa orang Islam 

boleh mewarisi harta peninggalan orang kafir, tetapi orang kafir tidak boleh 

mewarisi harta warisan orang muslim. Mereka berargumentasi bahwa Islam 

adalah agama yang tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi 

daripada agama Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal 

Meskipun demikian, yang benar adalah pendapat pertama yang merupakan 

pendapat jumhur ulama, karena didasarkan pada nash hadis yang jelas. Di 

                                                           
1
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 118-119.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62 
 

 
 

samping itu, ide dasar dari kewarisan adalah saling membantu dan tolong 

menolong yang hal ini tidak boleh terjadi pada yang berbeda agama.
2
 

Para pengikut madzhab Hambali Ra., memberikan pengecualian 

dalam dua perkara:
3
 

1. Warisan disebabkan wala'. Perbedaan agama tidaklah 

menghalangi mendapatkan harta warisan bahkan tuan yang 

pernah memerdekakannya berhak menerima harta warisan dari 

hamba yang dulu pernah ia merdekakan walaupun agamanya 

berbeda. 

2. Apabila seorang kafir masuk Islam sebelum pembagian harts 

warisan, maka ia mendapatkan bagian dari harta warisan 

kerabatnya yang muslim untuk mengokohkan keislamannya. 

Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia di atur dalam 

Buku II Kompilasi Hukum Islam yang cakupannya berupa: Ketentuan 

Umum, Ahli Waris, Besarnya Bahagian, Aul dan Rad, Wasiat, dan Hibah. 

Waris mewaris yang disebabkan karena hubungan pernikahan biasanya 

menimbulkan berbagai macam masalah, salah satunya ialah masalah waris 

dari suatu perkawinan beda agama, mengingat banyaknya agama yang ada di 

Indonesia maka tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja terjadi suatu 

perkawinan antara dua orang yang memiliki keyakinan berbeda. 

Dalam perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suami 

meninggal dunia maka hukum yang digunakan dalam pengaturan 

                                                           
2
 Atho‟illah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), (Bandung: Irama Widya, 2013), 27- 

29. 
3
 Ibid, 15. 
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pewarisannya adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Hal ini 

dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974 yang 

menyatakan “bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang 

dipakai adalah hukum si pewaris”. 

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa jika dilihat dari segi 

keadilan tanpa mempertimbangkan kesepakatan ulama jumhur mengenai 

pemberian wasiat wajibah kepada Tergugat, yang dimana tergugat 

seharusnya merupakan ahli waris pewaris tetapi karena Tergugat beragama 

non Muslim sehingga ia tidak dimasukkan dalam ahli waris pewaris, maka 

pemberian wasiat wajibah oleh Mahkamah Agung  kepada  Tergugat 

menurut penulis adalah belum tepat. 


